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WAH KOTA S量BOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

pERATURAN wAⅡ Ko恥slBOLGA

NOMOR Oi皿HUN 2020

TEN皿NG

K田DUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS重SERTA TUGAS DAN FUNGSI

INspEKTORAT DABun KOTA slBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

wAHKo船s工BOしGA,

Meninbang　: a. bahwa sesual dengan ketentuan Pasal 79 ayat (5)

dan ayat (6) Peraturan Pe皿ehntah Nomor 72 Tahun

20 19 tent狐g Pembahan Atas Peratur紬Pemehntah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

maka perlu adanya penyempumaan kedudukan,

susun劃　org紬isasi se競a tugas din　血ngsi

lnspe虻omt Daerah Ko岨Sibolga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada humf a, perlu menetapk狐

Peratur紬W血i Kota tentang Keduduk弧, Susunan

Organisasi serta Tugas dan Fungsi Inspektorat
Daerah Kota Sibolga;

Mengingat　: 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang

Pembentukan Dae隠h Otonom Kota-Kota Besar

Dalan Lingkungan Daerah FTovinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta血un 1956

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

重ndonesia Nomo重1 092) ;

2･ Undang-Undang Nomor 33鴫hun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Amtara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

RepubⅢ【 Indonesia Tahun　2004　Nomo重126,

Tanbahan I,embaran Negara Republik Indonesia

No皿or 4438) ;

3･ Undang-Undang Nomor 12　Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tchun 201 1
Nomor 82) Tanbahan Lembaran Negara Republik

工ndonesia No皿or 5234) ;
､ヽ"_
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4. Und紬g-Undang Nomor　5　Tahun　2014　tent狐g

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun　2014　Nomor　6, Tambahan

Lembaran Negara RepubⅡk量ndonesia Nomor 5494) ;

5. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun　2014　Nomor　244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaim紬a telah diubah beberapa kaⅡ terakh正

dengan Undang-Undang Nomor　9　Tahun　2015

tent紬g Pembahan Kedua A屯s Undang-Undang

Nomor　23　Tahun　2014　tentang Pemehntahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik量ndonesia Nomor 5679) ;

6･ Undang-Undang Nomor　30　Tahun　2014　tentang

Administrasi Pemerintahan　(Lembaran Negara

Republik　量ndonesia Tahun　2014　Nomor　292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

7.　Peraturan Peme正ntah Nomor　18　Tahun　2016

tent狐g Perangkat Daerah (Lemba重劃　Nega重a

Republ址Indonesia Tahun　2016　No皿or 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor　5887) sebagaimana telah diubah deng紬

Peraturan Pemehntah No皿or　72　Tahun　2019

tentang Pembah紬　Aぬs Peraturan Pemehntah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

重ndonesia Nomor 6402〉 ;

8. Peraturan Menteh Dalam Negeh Nomor 80 Tahun
2015　tentang Pembentukan打oduk Hukum Daerah

(Behta Negara Republ並　量ndonesia Tahun　2015

No皿or 2036) seba.gaimana diubah dengan Peraturan

Menteh D瓢am Nege止　Nomor 120　Tahun　2018

tentang Pembahan Atas Pemturan Menteh Dala皿

Nege轟Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

暮ndonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Mente轟D血a皿Negeh Nomor 107 Tahun

2017　tentang Pedoman Nomen粗atur　重nspektorat

Daerah H〇両nsi Dan Kabupaten/Kota (Behta Negara

Republik重ndonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

10･ Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomo重1 Tahun 2017

tentang Pembentukan Pe重狐gkat Daerah Kota

Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017

Nomor 13, Tambahan Ilembaran Daerah Kota

Sibolga Nomor 12);

脚.



MEMUTUSKAN :

PERATURAN wAⅡ KOTA TEN恥NG KEDUDUKAN, susuNAN

ORCENSASI SERTA TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT
DAERAH Ko皿slBOLGA,

BABI
KETBNTUAN UMUM

Pas血1

Dala皿Peratur狐Wa虹Kota血i, y狐g dimaksud dengan ‥

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota Sibolga adalah

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah yang bervenang mengatur dan mengurus

urusrm pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakar強sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalan sistem Negara Kesatuan Republik

重ndonesia.

2･ Peme五重itahan Daerah adalah penyelengga重aan ums紬

pe皿ehntahan oleh pemehntah daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pcmbantuan dengan phnsip otono皿i seluas-

1uasnya dalam sistem dan phnsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republ並Indonesia

Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut

Pemehntah Kota Sib○○ga ad瓢ah Wall Kota sebagai

unsur penyelengg紬a peme轟ntahan daerah yang

memimp血　pelaks狐a紬　umsan peme血itahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

4･ Wan Kota ad血ah Wan Kota Sibolga.

5. Se血etahs Daerah adalah Se血eta正s Daerah Kota

Sibolga.

6･ P匂abat Pembina Kepegawa上孤Daerah ad血ah p匂abat

yang mempunyai kewenangan menetapkan

pengangkatan,　pem血dah紬,　dan pemberhen亀an

Pegawai ASN dan pemb血a紬　man雀jcmen ASN di

血stansi pemehntah sesuai dengan ketentu紬

peraturan pemndang-undang紬.

7. Perangkat Daerah Kota ad瓢ah Unsur Pembantu Wan

Kota dan Dewan Pervaman Rakyat Daerah dalam
Penyelenggaraan Ums狐Pemehntahan yang me可adi

kcwenangan dae重ah Kota.

8. Inspektorat Daerah adalah　工nspektorat Daerah Kota

S ibolga.

9. Kelompok Jabat紬Fungsional adalah kelompok jabatan

yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan

pelayanan血ngsion血yang berdasa重kan pada keahlian

d狐keter劃pil狐te五cntu.

BABH..



BAB量賞

KEDUDUKAN

Pas血2

(1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan pe皿ehntahan daerah.

(2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh　重nspektur yang

berkedudukan di bawah din　bertanggung jawab

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Nomen岨atur Perangkat Daerah　重nspektorat Daerah

sebagaima皿a dimaksud pada ayat (1) disebut

量nspektomt Daerah Kota Sibolga.

BAB1重量

SUSUNAN ORGAN重SAS重

Pasal3

(1) Org狐isasi lnspektorat Dae重ah, terdih dad :

a.重nspektorat;

b. Sekreta轟at;

c･重nspektur Pembantu I Bidang Peme正ntahan Umum

dan Aparatur;

d.量nspektur Pembantu　重I Bid紬g Org紬isasi dan

Kesej ahteraan Masyarakat;

e. Inspektur Pembantu　量11　Bidang Ekonomi

Pembangunan din　皿ndak Pencegahan　曲d孤a

Kompsi; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekreta止at sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1)

hu調でbタterdih dan:

a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;

b. Subbagian打ogra皿dan Keuangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah

pejabat請ngsional te轟entu yang dipimpin oleh seorang

p匂abat　血ngsional senior, berada di bawah dan

be重●t紬ggung jawab kepada lnspektur.

BABIV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

lnspektorat

Pas血4

(1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Wa止　Kota

dalam membina dan mengawasi pelaksanaan umsan

pemerinta血an yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

仔l mspe成om書...



(2) Inspe虹orat dalam melaksanakan tugas sebagai皿狐a

dimaksud pada ayat ( 1 ) menyelenggarakan血ngsi :

a･ pemmusan kebijakan teknis bidang pengawasan

dan fasilitasi pengawasan;

b･ pelaksanaan pengawasan血temal terhadap k血e寄a

dan keu紬gan me宣alui audit, review, ev血uasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lalnnya;

c･ pelaksana狐　pengawasan untuk t可uan te轟entu

atas penugasan Wali Kota;

d･ penyusunan laporan basil pengawasan;

e･ pelaksa皿aan adm王nis血asi量nspe虹orat; dan

f〃　pelaksanaan細ngs=a血yang dibehkan oleh Wan

Kota terkait deng劃tugas d紬血ngsinya.

Bagian Kedua

Se虹eta轟at

Pas確5

( 1 ) Se虹etahat mempunyai tugas　　皿elaks劃ak狐

pemb血aan te血is d狐adm正is廿a心f ke d瓢am semua

unsur di宣ingkungan量nspektorat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1 ) , Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a･ peng○○rdinasi紬pemmus皿rencana program ke寄a

dan狐gga重an pengawas紬, penyiap紬penyusunan

ranc孤g孤　peratur劃　pemndang-und紬gan dan

pengadministrasian kelj asana;

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan,

pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil

pengawasan serta monitoring dan evaluasi

pencapaian瞳ne車a;

c･ pelaksanaan pengelolaan keuangan;

d･ penyelenggaraan umsan hubungan masyarakat

meliputi urusan hubungan masyarakat dan

keprotokolan di Hngkungan inspektorat;

e. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan

dan rumah tangga; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang dibehkan oleh atasan.



Pasal6

(1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) bumf a

mempunyai tugas memberkan dukungan adminis血asi

umum,　melaks孤akan penatausaha紬　　dan

penatalaksanaan kepegawaian, barang milik daerah
dan barang milik negara di l血gkungan Inspektorat･

(2) Subbagia皿　sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai血ngsi scbagai be轟kut :

a. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha,

ta屯1aksana dan kearsipan;

b. menyiapkan dan melaks劃akan umsan

kepegawaian ;

c. menyiapk狐　dan melaksanakan ums紬　mmah

tan88a;

d. menyiapkan dan melaksanakan urusan hubungan

masyarakat d紬keprotokolan ;

e. menyiapkan dan melaksmakan ums劃

dokumentasi dan kepustakaan;

青　melaksanakan perencanaan,　　pengadaan,

peme皿araan, pendist轟busian, pelaporan barang

皿鵬k daerah dan barang milik negara;

9. mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi
Birokrasi dan Sistem Pengend瓢ian lntemal

Pemerintah (SPIP) ;

h. mengoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan

dan St紬dar Operasional打osedur (SOP) ;

i. melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
atau pengumpulan pendapat pelangg紬　secara

pe五〇dik yang be直中uan untuk memperbai比

kualitas layanan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal7

(1) Subbagian Progran dan Keuangan sebagalmana
dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai

tugas menyiapkan dan meng○○rdinasikan penyusunan

renc劃a ke重ja d紬keuangan, melaksanakan evaluasi

dan pelaporan progran dan keuangan serta melakukan

penatausahaan dan pena屯1aksanaan keuangan di

lingkungan重nspektorat.
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(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai血ngsi sebagai be轟kut :

a.皿enyiapkan bah紬　k○○rdinasi dan penyusunan

rencana program dan anggaran;

b. menyiapkan bahan k○○rdinasi dan penyusunan

rencana strategis dan rencana ker]’a ta血unan;

c. menyiapkan bahan penyusunan penetapan kinelja;

d. menyiapkan bahan laporan kinelja dan laporan

pelaksanaan tugas la血nya;

e. melaksanakan umsan tata laksana keuangan;

f. melaksanakan umsan perbendaha輪an dan gaji;

9. melaksanakan umsan veh慮kasi d狐akuntansi;

h. melaks狐akan ums孤pelaporan keuangan; dan

i. melaksanakan tugas la血　yang dibehk狐　oleh

atasan.

Bagian Ke心ga

lnspektur耽mbantu I

Bidang Pemehntahan Umum d孤Aparatur

Pasal8

(1) Inspektur Pemb狐tu I Bidang Pemehntahan Umum

dan Aparatur mempunyai tugas memimpin,

mengk○○rdinasikan dan mengend瓦ik孤tugas-tugas di

bidang pengelolaan penyelenggaraan pengawas劃

terhadap pelaksanaan umsan pemehntahan daerah

d紬kasus pengaduan di Bidang Peme血ntahan Umum

dan Aparatur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaim餌a dimaksud

pada ayat (1) Inspektur Pembantu I Bidang
Peme轟ntahan Umum dan Aparatur menyelenggarakan

請ngsi :

a. menghimpun peraturan pemndang-undangan,

mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang

berhubungan dengan pengawaasan sebagai

pedoman d狐landas狐ke寄a;

b. meng○○rdinasikan penyusunan Rcncana Keヰa din

A皿ggaran Kegiatan Pengawas紬　　ums紬

Pemehntahan Umum dan Apa｢atur;

c.血eng○○重dinasik狐rencana penugas紬pengawasan;

d. meng○○rdinasikan konsep kebijakan, pedoman dan

petunjuk te血is pengawasan urusan Peme轟tahan

Umum dan Aparatur;

e. mengoordinasikan kegiatan pengawasan dan

pengawasan lainnya mencakup :

1. audit operasional;

2. audit t巾uan te轟entu atas pelanggaran disiplin

aparatur;

3. audit kinelja;

4･ PeγゆIaねn....



4. penguatan akuntabilitas kinelja (UPG, Reviu

laporan Kinelja Pemerintah Daerah, Evaluasi

Laporan Kinelja SOPD dan lain-lain) ;

5. penataan reめ血asi b五〇血asi (SPIP, KapabiHtas

APIP, Survey Penilaian Integritas, PMPRB-

online, Zona量nteghtas d紬la血-1a叫; dan

6. pengawasan lainnya terkait u｢usan

Peme轟ntahan Umum dan Aparatur;

f. me皿bawahi dan melaksanakan pengendaⅡan

terhadap p匂abat　血ngsion血　atas kua止血s

pelaks狐aan kegiatan pengawasan dan kegiatan

pengawasan lainnya;

9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan
umsan pemehntahan umum dan aparatur;

h. me皿buat dan menyampaikan lapor紬　berk瓢a

(triunlan) atas pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
tu8as;

i. mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil

pengawasan ;

j. menginventarisasi pemasalahan internal
血spekto阻t maupun pe皿ehntah daerah urus紬

peme轟ntahan umum dan aparatur; dan

k. meng○○rd血as出an dan melaksanakan tugas din

wewenang lain叫ya y紬g dibe轟k劃oleh atas紬.

Bagian Keempat

工nspektur Pembantu工工

Bidang Org劃isasi dan Kes匂ahteraan Rakyat

Pasal9

(1) Inspektur Pe皿bantu　○○　Bidang Organisasi dan

Kes匂ahteraan Masya重akat mempunyai tu gas

memi皿pin, meng○○rd血asikan dan mengend瓢址狐

tugas-tugas di bidang pengelolaan penyelenggaraan

pengawas紬　　terhadap pelaksanaan umsan

peme轟ntahan daerah dan pengaduan di bid狐g

kes匂ahtcraan masya重akat.

(2) Untuk melaks劃akan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)重nspektur Pembantu量量menyelenggarak紬

fungsi :

a. menghimpun pe阻turan pemndang-und狐gan,

meng○○ah data d紬inめmasi, petu調juk teknis yang

berhubung狐deng劃pengawasan sebagai pedoman

dan l狐dasan ke重ja;

b.皿eng○○rd血asikan penyusunan Renc劃a Ke轟a dan

Anggaran ;

c. keg!‘atan....



c. kegiatan pengawasan urusan org孤isasi dan

kesej ahteraan rakyat;

d. meng○○rdinasikan rencana penugasan pengawasan;

e. mengoordinasikan konsep kebijakan, pedoman dan

petunjuk teknis pengawasan urus弧organisasi dan

kesej ahteraan rakyat;

f. melaksanakan kegiatan pengawasan dan

pengawasan lainnya mencakup :

1. audit operasion血;

2. audit t可uan te正entu atas pengadu紬organisasi

perangkat daerah ;

3. audit貼neヰa;

4. penguatan akuntabilitas kinelja dan keuangan

pemerintah daerch (Evaluasi Laporan Keuangan
Pe皿e正ntah Daerah, Monito正ng dan Ev瓢uasi

Pelaksanaan Kegiatan,　Audit Operasional

Pemehntah Daerah dan lain-lam) ;

5. audit Organisasi dan Lcmbaga lainnya; dan

6. pengawasan lainnya terkait ums狐organisasi

dan kesejahteraan rakyat.

9. membawahi dan melaksanaka皿　pengendali劃

terhadap pejabat fungsional atas kualitas

pelaksanaan kegiatan pengawasan dan kegiatan

pengawasan lainnya;

h. mengevaluasi pelaksana紬　kegiat紬　pengawasan

urusan organisasi dan kesejahteraan rakyat;

i. membuat dan menyanpalkan laporan berkala

(t轟wulan) atas pelaks紬aan kegiat紬sesuai bidang

tu8as;

j. mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil

pengawas紬;

k. mengivventarisasi permasalahan internal

inspektorat, pcmer血tah daerah, umsan org紬isasi

dan kesejahteraan rakyat; dan

1. meng○○rdinas並an pelaks狐aan tugas dan

wewenang lainnya yang dibehkan oleh atas紬.



Bagian Kelima

暮nspektur Pembantu重賞工

Bidang Ekonom王Pembangunan dan

Pencegahan Tindak Hd紬a Kompsi

Pas瓢10

(1) Inspektur Pembantu工事量Bidang Ekonomi Pembangunan

dan Pencegahan T血dak陣d狐a Kompsi mempunyai

血gas memi皿pin ,　mengk○○rdinasikan dan

mengendal虹an tugas-tugas di bidang pengelola狐

penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaks劃aan

umsan Peme轟ntahan Daerah dan terhadap pengaduan

di bidang Ekonomi Pembangunan dan Pencegahan

T血dak陣dana Kompsi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat　( 1 )　Inspektur Pembantu　　重工1

menyelenggarakan fungsi :

a.皿enghimpun peraturan perundang-undangan,

mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang

berhubungan dengan pengawasan sebaga上pedoman

d狐l劃dasan ke寄a;

b. meng○○rdinasika皿penyusunan Rencana Ke寄a dan

Anggaran KeSatan Pengawacan urusan keuangan,
barang皿ilik daerah dan pencegahan仕ndak pidana

kompsi ;

c. meng○○rdinask狐rencana penugasan pengawasan;

d. meng○○rdinasikan konsep keb主jak狐, pedoman dan

petunjuk teknis pengawasan urusan keuangan,
ba重ang milik daerah dan penccgah紬仕ndak pid狐a

kompsi ;

e. melaks餌akan kegiat紬　　pengawasan dan

pencegah孤t血dak pid狐a kompsi yang mencakup:

1. audit operasion血;

2. audit tujuan tertentu atas kerugian keuangan

daerah d劃bar狐g milik daerah;

3. audit kinelja;

4. penguatan akuntabilitas keuangan dan barang

milik daerah (Reviu LKPD, Reviu RPJMD, Reviu

Renstra, Reviu RKPD, Reviu PBJ, Reviu RKA,

Monit〇五ng d劃Ev瓢uasi Barang Milik Daerah

d紬la血nya) ;

5. pelaksanaan pencegahan kompsi melalui

pendataan, penda允aran, pemehksaan LHKPN,

LH孤sN dan pench皿aan pelaporan grat組kasi

yang me止batkan Aparatur Sip組　Negara atau

Penyelenggara Negara se血Korsupgah;

6. peねtsauna7L...



6. pelaks紬aan pencegahan korupsi mel血ui

peneli仕an ,　　pengkaj ian ,　　pengembangan

pemberantasan kompsi,　pendidikan and

kompsi, sosi瓢isasi dan kampanye an亀kompsi;

7. k○○rd血asi dan supeⅣisi pencegahan t血dak

pidana kompsi kcpada instansi terkait yang
melaksanakan pelayanan publik;

f. membawahi dan melaksrmakan pengendahi
terhadap pejabat fungsional atas kualitas

pelaksanaan sedap kegiatan pengawasan;

9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan
umsan keu紬gan, barang milik daerah dan

pencegahan t血dak pid紬a kompsi;

h. membuat dan menyanpaikan laporan berkala

(triwulan) atas pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
tu8as;

i. mengoordinasikan penyelesalan tindal[ lanjut hasil

pengawasan ;

j. mengivventarisasi permasalahan internal
inspektorat maupun pe血e五重ltah daerah umsan

keuangan dan ba重ang m址k daerah; din

k. meng○○rdinasikan din　melaksanakan tugas dan

wowenang lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan恥ngsional

Pasal 1 1

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas tenaga fungsional

pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan
dae重ah, auditor dan jabatan血ngsional 1ainnya yang

terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional

sesuai deng狐bidang keahⅡannya.

(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-

masing sesuai dengan ketentuan peraturan pe則ndang-

undangan.

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai
kebutuhan dan beb孤ke重ja.

(4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur sesuai
dengan pemturan perund紬g- und狐gan.



BABV
TA皿KER↓A

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan血gasnya量nspe虻ur, Se虹etahs,

Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian wajib

menerapkan pr血sip k○○rd血asi, integrasi, sin虹onisasi,

dan simpl批asi se轟a tan鍾叫ng jawab memimpin dan

meng○○血inas出別n bawahan masing-masing se巾a

memberikan bimbingan dan petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Setiap Pejabat wajib mengawasi bawahannya masing-
mas血g dan bila te寄adi penyimpangan agar mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan

Peraturan Pcmndang-undangan yang berlaku･

(3) Setiap Pejabat wajib mengi血ti dan mematuhi

petunjuk-petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan
mas血g-masing dan menyampaikan laporan balk

berk血a maupun m仕n tepat pada waktunya･

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Pejabat dari bawahan
wajib diolah dan dipergunakan sebagal bahan untuk

penyusunan laporan lebih la車ut din　皿embehkan

petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

(5) D血am melaksanakan tugasnya P匂abat dibantu oleh

Pejabat dibawahnya, dan dalan rangka pemberian

bimbingan kepada bawah紬　masing-masing w雀jib

mengadakan rapat secara berkala dan periodik.

BABVI

↓EN↓ANG ↓ABA恥N

Pasal 13

(1) Inspektur merupakan jabatan eselon IIb setara dengan

jabatan Hmpinan T血ggi Prata皿a･

(2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IⅡa setara dengan

j abatan Adminis血ator.

(3) Inspe虹ur Pemb狐tu mempakan jabatan eselon IⅡa

seぬra dengan jabatan Adm血is廿ator･

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon Iva setara
dengan jabatan Pengawas.

(5) Untuk Jabatan Pelaksana, penamaan dan penentuan

jumlah jabatan disesuaikan dengan kompetensi yang
dibutuhk狐oleh宣nspektorat berdasarkan has孤劃a止sa

jabatan dan analisa beban kelja.

/6/ U加庇......



(6) Untuk Jabatan Fungsional, penamaan dan penentuan

jumlah jabatan disesuaikan deng紬kompetensi yang

dibutuhkan oleh重nspektorat bcrdasarkan has組an瓦isa

jabatan dan analisa beban ker]’a.

BAB VI量

pENGANG船TAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

(l) Pengan容kata皿, pem血dahan, din　pemberhen心an

P匂abat d血am dan dad jabatannya ditetapkan oleh

P匂abat Pemb血a Kcpegawaian Daerah･

(2) Pengangkatan, pem血dah狐, dan pemberhen亀an

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dnakukan dengan mengacu kepada ketentuan

Peraturan Pemndang- und孤gan.

(3) Pengangkaぬn, pem血dah狐, dan pembe血en心an

P匂abat sebagaima皿a di皿aksud pada ayat (1), P匂abat

Pembina Kepegaw証狐Daerah dapat mendelegasikan

scbagian kewenangan叫ya atau membe正k劃　kuasa

kepada P匂abat lain dilingkungan Pemehntah Daerah

untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian Pejabat dalan dan dari jabatannya
sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemndang-

undangan I

BAB V重量重

KETENTUANしAIN-LAIN

Pasal 15

Bagan Stmktur Organisasi Inspektorat Daerah Ko血

Sibolga ad瓢ah sebagaimana tercantum dala皿L劃piran

Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Wall Kota ini.

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan
W瓢i Kota Nomor　3　Tahun　2017　tentang Kcdudukan,

Susunan Org劃isasi se競a皿gas dan Fungsi lnspektorat

Kota Sibolga, dicabut dan dinyatakan亀dak berlaku.



Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundan8kan.

Ag狐　se也ap orang mengetahu血ya, meme血tahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatamya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga

pada tangg址03 Janua正2020

wAH KOTA slBo鵬A,

dto.

M. syARFI Hu船uRUK

Diundangkan di Sibolga

pada tanggal 03 Janua轟2020

sEKRBTARls DAERAH KOTA slBo耽A,

dto.

MHD. WSUF BATUBARA

BERITA DAERAH Ko皿s量BOしGA TAHUN 202o NOMOR 226
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